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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Perjudian jenis togel (toto gelap) merupakan salah satu bentuk perjudian yang masih banyak ditemukan dalam praktik. Sistem permainan togel melibatkan pemasang angka, penerima pasangan (tukang tulis), agen, hingga bandar utama. Struktur tersebut menunjukkan adanya jaringan yang terorganisasi, sehingga pembuktian peran masing-masing pelaku menjadi penting dalam proses penegakan hukum. Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, analisis mengenai peran dan kontribusi masing-masing pelaku menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Tahap penyidikan memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana karena pada tahap inilah dilakukan pencarian serta pengumpulan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 Penyidikan bukan sekadar proses administratif, melainkan proses yuridis yang menentukan arah pembuktian di persidangan. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kelemahan dalam tahap penyidikan dapat berimplikasi langsung terhadap kegagalan pembuktian di pengadilan.
 Oleh sebab itu, kualitas penyidikan sangat menentukan validitas konstruksi perkara.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Polres Langkat pada tahun 2025, sepanjang tahun 2025 telah diungkap 17 kasus tindak pidana Judi. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian, khususnya togel, masih menjadi persoalan hukum yang aktual di Kabupaten Langkat, sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui pengawasan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Dalam perkara tindak pidana perjudian jenis togel di wilayah hukum Polres Langkat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, tersangka ditangkap tangan pada tanggal 17 Februari 2025 di sebuah warung kopi di wilayah Tanjung Pura karena diduga menerima angka pasangan dari para pemasang judi togel Hongkong.
 Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa telepon genggam, lembaran kertas berisi angka pasangan, alat tulis, dan sejumlah uang tunai. Keberadaan barang bukti tersebut menjadi dasar awal bagi penyidik untuk mengkonstruksi adanya praktik perjudian yang sedang berlangsung.

Selain itu, dalam BAP Tersangka, yang bersangkutan mengakui perannya sebagai penerima pasangan yang merekap angka dan melaporkannya kepada agen, serta memperoleh keuntungan dalam bentuk persentase dari omset setiap putaran.
 Pengakuan tersebut mengarah pada terpenuhinya unsur “memberi kesempatan” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 426 KUHP. Namun demikian, dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, pengakuan tersangka tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sempurna tanpa didukung alat bukti lain yang sah.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
 Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyidik harus mampu menghubungkan seluruh alat bukti tersebut secara sistematis untuk membuktikan unsur delik perjudian. Andi Zainal Abidin Farid menegaskan bahwa pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga diperlukan minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.

Problematika yang sering muncul dalam perkara perjudian adalah penentuan batas antara pelaku utama dan pihak yang hanya berperan sebagai perantara. Dalam konteks togel, peran sebagai tukang tulis seringkali dipersoalkan apakah termasuk dalam kategori “memberi kesempatan” atau sekadar membantu. Moeljatno menyatakan bahwa penafsiran unsur delik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi perluasan makna yang melampaui rumusan undang-undang.
 Hal ini penting untuk menjaga asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Pelaksanaan penyidikan yang tidak cermat dalam mengonstruksi unsur delik dapat berpotensi menimbulkan persoalan keadilan prosedural. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.
 Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya dituntut membuktikan adanya perbuatan pidana, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana.

Fakta empiris sebagaimana tercermin dalam BAP saksi dan tersangka menunjukkan adanya praktik perjudian yang bersifat berulang dan terorganisasi.
 Namun demikian, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana penyidik membangun konstruksi hukum terhadap peran tersangka dalam perspektif Pasal 426 KUHP, khususnya dalam membedakan antara pelaku utama, penyerta, dan pihak yang memperoleh keuntungan. Analisis ini menjadi penting untuk menilai ketepatan penerapan norma pidana terhadap fakta yang ditemukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel dalam perspektif Pasal 426 KUHP di Polres Langkat. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif mengenai unsur delik perjudian, tetapi juga menilai praktik penyidikan berdasarkan fakta empiris dalam BAP. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kualitas penyidikan serta menjamin penerapan hukum pidana yang berkeadilan dan berkepastian.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “ Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel sebagai Perbuatan Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi Berdasarkan Pasal 426 KUHP (Studi Kasus di Polres Langkat)“.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel oleh Polres Langkat dalam perspektif Pasal 426 KUHP?
2. Bagaimana konstruksi unsur “memberi kesempatan” dan “turut serta” dalam Pasal 426 KUHP diterapkan terhadap peran tersangka sebagai penerima pasangan (tukang tulis) togel?
3. Bagaimana kendala dan upaya pembuktian yang dihadapi penyidik dalam membangun alat bukti tindak pidana perjudian jenis togel?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel oleh Polres Langkat dalam perspektif Pasal 426 KUHP.
2. Mengkaji konstruksi unsur “memberi kesempatan” dan “turut serta” dalam Pasal 426 KUHP diterapkan terhadap peran tersangka sebagai penerima pasangan (tukang tulis) togel.
3. Mengidentifikasi kendala dan upaya pembuktian yang dihadapi penyidik dalam membangun alat bukti tindak pidana perjudian jenis togel.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel oleh Polres Langkat dalam perspektif Pasal 426 KUHP. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Langkat, Kejaksaan, dan Hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam memahami pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian jenis togel oleh Polres Langkat dalam perspektif Pasal 426 KUHP. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al washliyah Medan.
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